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ABSTRAK
Arlin Joemka Saputra (B111 12 052) “Peranana Balai
Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada
Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Kabupaten Bone) di
bawah bimbingan oleh Prof.Dr.Muhadar.S.H.,M.S. selaku pembimbing
I dan Dr. Dara Indrawati.S.H.,M.H. selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan balai pemasyarakatan
dalam penyelesaian kasus secara diversi pada sistem perdilan pidana
anak serta untuk mengatahui kendala yang dialami oleh balai
pemasyarakatan dalam penyelesaian kasus secara diversi pada sistem
peradilan pidana anak.
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut
: (1) Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam
penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi sejak akan dimulai nya
proses diversi sampai berakhirnya proses diversi tersebut. Balai
Pemasyarakatan berperan sangat aktif dalam penyelesaian kasus
tersebut terbukti dengan dari 111 (seratus sebelas) kasus anak yang
berhadapan dengan hukum yang telah di ditangani, 82 kasus diselesaikan
secara diversi. Begitu besar jumlah kasus yang dapat diselesaikan oleh
Balai Pemasyarakatan secara mebuktikan bahwa Balai Pemasyarakatan
memiliki peran yang sangat besar. (2) Kendala yang ditemui oleh Balai
Pemasyarakatan dalam penyelesaian kasus secara diversi  yaitu
bersumber dari pihak keluarga korban itu sendiri.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Anak adalah bagian yang tidak terpisahakan dari
keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa
dan negara. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan
sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan
pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan
dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala
kemungkinan yang membahayakan bagi anak.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya
dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus
globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang
mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai
dan perilaku anak.
Kurang lebih empat ribu anak di Indonesia diajukan ke pengadilan
setiap tahunnya atas suatu kejahatan ringan. Pada umumnya mereka
tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial.
2Dengan demikian mereka akan dijebloskan kedalam penjara atau rumah
tahanan. Kondisi ini sangat memperihatinkan karena banyak anak yang
harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di
penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka
rawan mengalami tindak kekerasan.
Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non
diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak
untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga
diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk anak yang melakukan
tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu sistem peradilan
anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak diluar
mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran gagasan untuk
hal tersebut yaitu ide diversi, Karena lembaga pemasyarakatan bukanlah
jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan rawan terjadi
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Hal ini yang mendorong ide
diversi menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam
menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.
Dengan lahirnya Undang-Undang No.11  Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak memperkuat eksistensi Balai
Pemasyarakatan dalam proses peradilan. Balai Pemasyarakatan melalui
petugas pembimbing pemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi yang
memberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan
dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana  sebagaimana yang
3pernah diatur dalam undang-undang pengadilan anak. Tetapi melalui
undang-undang sistem pengadilan pidana anak ini, BAPAS menjadi salah
satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang
dilakukan atau melibatkan anak. Dan dalam undang-undang sistem
pengadilan pidana anak mengedepankan upaya untuk menghindarkan
anak dari proses peradilan (Diversi). Berdasarkan uraian diatas, penulis
mencoba mengangkat judul “Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan
Pidana Anak  ( Studi Kasus Di Kabupaten Bone)”.
B. Rumusan Masalah
Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka
Penulis menarik beberapa masalah untuk dibahas, yaitu :
1. Bagaimanakah peranan Balai Pemasyarakatan Kelas II
Kab.Bone dalam penyelesaian kasus secara diversi pada
sistem peradilan pidana anak?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi Balai Pemasyarakatan
Kelas II Kab.Bone dalam penyelesaian kasus secara diversi
pada sistem peradilan pidana anak ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :
1. Untuk mengetahui peranan Balai Pemasyarakatan Kelas II
Kab.Bone dalam penyelesaian kasus secara diversi pada
sistem peradilan pidana anak.
42. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Balai
Pemasyarakatan Kelas II Kab.Bone dalam penyelesaian
kasus secara diversi pada sistem peradilan anak.
D. Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan
manfaat-manfaat sebagi berikut :
1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini
perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan
penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para
akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat dalam
kajian bidang yang sama.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber
informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama
bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan
supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan
referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil
langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi
masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber
informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.
5BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Balai Pemasyarakatan
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana
Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan
pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan
terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah
dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban
permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar
LAPAS ataupun RUTAN.
Sejarah berdirinya BAPAS, dimulai pada masa Pemerintahan
Hindia Belanda yaitu dengan berdirinya Jawatan Reclassering yang
didirikan pada Tahun 1927 dan berada pada kantor pusat jawatan
kepenjaraan.  Jawatan ini didirikan untuk mengatasi permasalahan
anak-anak/ pemuda Belanda dan Indo yang memerlukan pembinaan
khusus. Kegiatan Jawatan Reclassering ini adalah memberikan
bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP),
pembimbingan bagi WBP anak dan dewasa yang mendapatkan
pembebasan bersyarat, serta pembinaan anak yang diputus
dikembalikan kepada orang tuanya dan menangani anak sipil.
Petugas Reclassering disebut Ambtenaar de Reclassering. Institusi ini
6hanya berkiprah selama 5 tahun dan selanjutnya dibekukan karena
krisis ekonomi akibat terjadinya Perang Dunia I.
Setelah Indonesia merdeka, institusi ini dirasa perlu untuk
dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan
Pemasyarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasyrakatan
(TPP) yang berada dibawah naungan Menteri Kehakiman.
Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3
Nopember 1966 Nomor : HY.75 / U / 11 / 66 tentang Struktur
Organisasi dan Tugas-tugas Departemen, maka mengilhami
pembentukan Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak
(Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga,
dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat Pemasyarakatan
dan Direktorat BISPA. BISPA dibentuk dengan surat Keputusan
Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, kemudian berdasarkan surat
Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/X/1943 tanggal 14 Mei
1974 dibuka kantor BISPA untuk masing-masing daerah yang
mencapai  44 kantor BISPA.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah
Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan
Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya  berdasarkan
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-
PR.07.03 tahun 1997 tanggal  12 Pebruari 1997 tentang nomenklatur (
7perubahan nama ) Balai BISPA berubah menjadi Balai
Pemasyarakatan yang di singkat BAPAS ( Balai Pemasyarakatan)
hingga saat ini.
1. Dasar Hukum menurut UU No.11 Tahun 2012
Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan
(PK) yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian
kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam
perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU
Pengadilan Anak. Akan tetapi setelah ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Balai Pemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting
dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau
melibatkan anak.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai tugas Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) yang dalam hal ini dilakukan oleh
Petugas Kemasyarakatan yang merupakan bagian dari Balai
Pemasyarakatan.
Dimana dalan UU Nomor 11 Tahun 2012 diatur mengenai yang
termasuk Petugas Kemasyarakatan (Pasal 63), syarat untuk dapat
diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 64), tugas
Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 65).
8Gunarto (Taufik Hidayat,2008;Web) Balai Pemasyarakatan
(BAPAS) pranata untuk melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan
c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Anak
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
e. PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
f. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01.PK.10 Tahun
1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi
Pembimbing Masyarakat.
g. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman Nomor
E.40.PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien
Pemasyarakatan.
h. PP Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan.
92. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan
a. Visi
Menjadi Institusi yang terpercaya, bersih, dan bermartabat
b. Misi
1) Memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan
pemenuhan Hak Asasi Manusia;
2) Memberikan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan.
3) Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap Klien
Pemasyarakatan, dan;
4) Melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan
dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia,
penegakans hukum dan pencegahan kejahatan.
3. Tugas Pokok dan Fungsi menurut UU No.11 Tahun 2012
a. Tugas Pokok
Dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan
bahwa Pembimbing kemasyarakatan bertugas:
1) membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan
untuk kepentingan diversi,melakukan pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak
selama proses diversi dan pelaksanaan
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kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada
pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
2) membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan
untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
persidangan dalam perkara anak, baik di dalam
maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan
LPKA;
3) menentukan program perawatan anak di LPAS dan
pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas
pemasyarakatan lainnya;
4) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan
pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
5) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan terhadap Anak yang memperoleh
asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang
bebas, dan cuti bersyarat.
Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-
PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan
Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan
bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai
berikut:
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1) Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: Membantu
tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam
perkara anak nakal; (Pasal ini sudah diamandemen
menjadi, “Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi
hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-
sama sebagai penegak hukum yang masing-masing
mempunyai tugas khusus); menentukan program
pembinaan narapidana di lapas dan anak didik
pemasyarakatan di lapas anak; menentukan program
perawatan tahanan di rutan; menentukan program
bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien
pemasyarakatan.
2) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan
bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
3) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan
masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian
kemasyarakatan klien tertentu;
4) Mengoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan
pekerja sukarela yang melaksanakan tugas
pembimbingan; dan
5) Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak
yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik
pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua,
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wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali, dan
orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.
b. Fungsi
Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam
melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah
untuk:
1) menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali
pelanggaran hukum/tindakpidana;
2) menasihati klien untuk selalu dapat menyesuaikan
diri dengan lingkungan yang positif/baik;
3) menghubungi dan melakukan kerja sama dengan
pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat
dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk
kesejahteraan masa depan ari klien tersebut.
4. Peran Balai Pemasyarakatan Pada Perlindungan Anak
Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan
dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik,
mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip
Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak
yang meliputi :
a. Non Diskriminasi
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b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
d. Penghargaan terhadap anak
Berdasarkan prinsip-porinsip tersebut, baik anak yang
berhadapan dengan hukum, Balai Pemasyarakatan melalui
Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk
menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui
rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam
pembimbingan.
Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan
tehnis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di BAPAS
dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian
terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan.
Dengan peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarkatan (PK) juga dapat ditemukan pada Undang-Undang
No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Bab IV Pasal 34 ayat
(1) yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan
bertugas:
a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum
dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun
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di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian
kemasyarakatan (LITMAS).
b. Membimbing, membantu dan mengurus anak nakal
berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhi pidana
bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan
kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang
memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga
Pemasyarakatan.
Pada Pasal 55, 57 dan 58 Undang-Undang No.3 Tahun 1997
terdapat rumusan tentang Pembimbing Kemasyarakatan bahkan
kewajibannya untuk hadir dalam sidang anak. Pada Pasal 56 diatur
kewajiban Hakim untuk memerintahkan Pembimbing
Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian
kemasyarakatan mengenai anak yang akan disidangkan sebelum
sidang dibuka. Pada Pasal 59 (2) mewajibkan kepada hakim dalam
putusannya untuk mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sudah harus
dimulai semenjak proses penyidikan. Dalam Pasal 42 (2) penyidik
wajib meminta pertimbangan dan saran pembimbingan
kemasyarakatan.
5. Balai Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Anak
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Lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan harapan yang sangat
besar bagi Kementerian Hukum dan HAM (c.q. Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan) untuk segera memperkuat eksistensi Balai
Pemasyarakatan dalam proses peradilan. Hal ini tidak lain karena UU
SPPA ini memberikan peran yang begitu besar bagi Balai
Pemasyarakatan (Bapas) dalam penanganan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum.
Bapas, melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tidak
hanya menjadi instansi yang diberikan tugas untuk melakukan
penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam
perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU
Pengadilan Anak. Tetapi, melalui UU SPPA ini, Bapas menjadi salah
satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang
dilakukan atau melibatkan anak.
UU SPPA ini mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus,
bahkan pada beberapa peran mempunyai gradasi "wajib”, dijalankan
oleh Bapas. Peran yang dijalankan Bapas tersebut bergerak sejak
tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah
menjalani pidana. Namun demikian, semangat yang terkandung
dalam UU SPPA ini adalah dengan mengedepankan upaya pemulihan
secara berkeadilan (Restoratif Justice) dan menghindarkan anak dari
proses peradilan (Diversi). Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1)
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menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan
Diversi.
Namun perlu juga dipahami bahwa tidak semua jenis tindak pidana
dapat dilakukan Diversi. Diversi ini dilaksanakan dalam hal tindak
pidana dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh)
tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Sedangkan jika perkara anak harus masuk dalam proses peradilan,
maka Bapas (dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan)atau
pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan
terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 23). Secara
lebih rinci, merujuk pada UU SPPA, dapat dikemukakan peran Bapas
dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai
berikut :
a) Proses Diversi
Dalam proses Diversi, Bapas mempunyai peran strategis, yaitu:
1) petugas PK Bapas harus terlibat dalam proses diversi
yang dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan.
Keterlibatan petugas PK Bapas ini adalah dengan
memberikan pertimbangan kepada penyidik, penuntut
umum, dan hakim selama proses diversi tersebut.
Pertimbangan ini di muat dalam hasil penelititan
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kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh petugas
PK Bapas. (Pasal 8 dan 9 UU SPPA)
2) memberikan rekomendasi tentang bentuk kesepakatan
Diversi yang dilakukan oleh Penyidik untuk
menyelesaikan tindak pidana yang berupa
pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa
korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai
upah minimum provinsi setempat, harus didasarkan
pada rekomendasi petugas PK Bapas. Bentuk
kesepakatan Diversi dapat berupa :
a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b) rehabilitasi medis dan psikososial;
c) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di
lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3
(tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling
lama 3 (tiga) bulan. (Pasal 10 UU SPPA)
3) setelah kesepakatan Diversi di setujui dan
dilaksanakan, petugas PK Bapas wajib melakukan
pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan
dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing
Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada
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pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang
bertanggung jawab wajib menindak lanjuti laporan
dalam waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari. (Pasal 14 UU
SPPA )
4) petugas PK Bapas juga terlibat dalam pengambilan
keputusan dalam proses diversi dalam hal anak belum
berumur 12 (dua belas) tahun. Keputusan yang diambil
adalah dalam bentuk: menyerahkannya kembali kepada
orangtua / Wali; atau mengikutsertakannya dalam
program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di
instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat
pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
Terhadap keputusan tersebut di atas, Bapas wajib melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan,
dan pembimbingan kepada Anak. Dalam hal hasil evaluasi
sebagaimana di maksud pada ayat (3) Anak di nilai masih
memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan,
masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat di
perpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 UU SPPA )
Itulah peran yang di emban oleh Bapas sejak awal proses Diversi
hingga pelaksanaan keputusan Diversi.
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b) Tahap Penyidikan
Dalam tahap penyidikan, peran petugas PK Bapas adalah
memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik setelah
tindak pidana di laporkan atau diadukan. Dalam hal ini, permintaan
pertimbangan atau saran kepada petugas PK Bapas merupakan
kewajiban bagi penyidik. (Pasal 27 UU SPPA) Makna yang
terkandung dalam pasal ini adalah apabila penyidik tidak meminta
pertimbangan atau saran kepada PK Bapas terkait penanganan
anak maka dapat di katakan proses penyidikan tersebut batal demi
hukum ( tidak sah).
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 28 UU SPPA, Bapas
mempunyai kewajiban untuk menyerahkan penelitian
kemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik di
terima.
c. Tahap Pemeriksaan Pengadilan
Pada tahap pemeriksaan pengadilan, peran strategis Bapas
adalah:
1) memberikan pendampingan terhadap anak dalam
sidang pengadilan.(Pasal 55 UU SPPA)
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2) membacakan laporan hasil penelitian
kemasyarakatan setelah surat dakwaan di
bacakan.(Pasal 57 UU SPPA)
3) hadir pada saat pemeriksaan Anak Korban dan / atau
Anak Saksi. (Pasal 58 ayat (2) UU SPPA)
4) Dan melakukan pendampingan terhadap Anak
Korban dan / atau Anak Saksi yang dilakukan
pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat
komunikasi audiovisual.(Pasal 58 ayat (3) UU SPPA)
Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang di sampaikan
oleh PK Bapas wajib menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam
menjatuhkan putusan dalam perkara anak. Dan apabila laporan
penelitian kemasyarakatan ini tidak di pertimbangkan dalam
putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum. Pengadilan
mempunyai kewajiban memberikan petikan putusan pada hari
putusan di ucapkan, selain kepada Anak atau Advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya, dan Penuntut Umum, juga
memberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan
salinan putusan wajib diberikan paling lama 5 (lima) hari sejak
putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan
Penuntut Umum.
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Mencermati peran Bapas yang begitu besar dalam
penanganan dalam perkara anak sebagaimana yang diatur dalam
UU SPPA, maka memperkuat Bapas merupakan satu hal yang
wajib segera dilakukan. Sudah semestinya, Bapas dipenuhi dengan
petugas PK yang mempunyai kompetensi yang memadai sehingga
mampu menyajikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang
layak bagi aparat hukum lain (Polisi, Jaksa, atau Hakim) dalam
menentukan keputusan terhadap anak; mampu melakukan
pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak
selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk
melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak
dilaksanakan.
Pada tataran lebih jauh, kebutuhan tentang petugas PK yang
memiliki kompetensi yang memadai ini juga mempunyai peran
penting dalam ikut menentukan program perawatan Anak di
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan pembinaan
Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bersama
dengan petugas pemasyarakatan lainnya dan melakukan
pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak
yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang
bebas, dan cuti bersyarat.
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B. Peradilan Pidana Anak
1. Pengertian anak
Definisi atau pengertian anak tertuang dalam Pasal 1 Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal
1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas
pengertian tentang anak yang tertuang dalam undang-undang di atas,
adalah dibawah usia di bawah 18 tahun dan termasuk anak yang
belum lahir. Sebenarnya dalam sistem perundang-undangan
Indonesia memberikan pengertian yang berbeda-beda dalam
memberikan batas usia bisa disebut anak. Ada beberapa ketentuan
yang berlaku ada beberapa aturan yang memberikan batas usia bisa
disebut sebagai anak.
a. Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Hak Asasi
Manusia, di Pasal 1 butir 5 menyebutkan batasan anak adalah
seseorang yang dibawah usia 18 tahun.
b. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Perdata (BW) yang
menyebutkan bahwa anak itu dianggap dewasa ketika sudah
mencapai umur 21 Tahun. Dan di dalam Pasal 419 tentang
pendewasaan.
c. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang
perkawinan menyatakan bahwa anak adalah yang belum
mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan
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pernikahan di bawah kekuasaan orang tuanya. Sedangkan Pasal
50 menyebutkann anak yang belum mencapai umur 18 tahun
atau belum pernah kawin. Dari pengertian anak yang ada dalam
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat
diambil sebuah pemahaman bahwa batas dewasa untuk
perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.
d. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUH
Pidana) yaitu: Anak yang belum dewasa apabila belum berumur
16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur
terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak
yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau
memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa
pidana atau di pidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari
ancaman maksimum 15 tahun.
e. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu
: Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua
puluh satu) tahun dan belum pernah nikah.
f. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3)
menyebutkan, anak yang berkonflik dengan hukum yang
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selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12
tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan
tindak pidana.
Keragaman mengenai seseorang yang disebut anak yang dapat
dijadikan dasar terdapat dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem
Perdilan Anak. Karena dalam hukum berlaku dalil ‘lex specialis
derogat lex generalis’. UU No.11 Tahun 2012 perubahan atas UU No.
3 Tahun 1997 merupakan legitimasi yang sangat kuat sekali untuk
dijadikan dasar dalam mendefinisikan atau membatasi umur
seseorang disebut anak.
2. Batasan Kenanakalan Anak
Kenakalan anak dialmbil dari istilah juvenile delinquency, istilah
kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan
Anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu undang-
undang peradilan bagi anak di Negara tersebut. Dalam
pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran
hukumnya, adapula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan
anak apakah sudah menyimpang dari  norma yang berlaku atau
belum melanggar hukum. Namun, semua sependapat bahwa dasar
pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang
bersifat antisosial.
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Apa yang dimaksud dengan kenakalan anak,banyak pendapat
yang memeberikan definisi, Paul Moedikno (Nashriana,2012:27-27),
memberikan perumusan yaitu ;
a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa serupakan
suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi
semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti
mencuri, menganiaya. Membunuh, dan sebagainya.
b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok
tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat,
misalnya memakai celana jengki tidak sopan, mode you can
see dan sebagainya.
c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan
bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.
Kartini Kartono (Nasir Jamil,2013:35) bahwa yang dimaksud
dengan juvenile delinquency adalah :
Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak
muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada
anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk
penagabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan
bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.
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R.Kusumanto setyonegoro (Nashriana,2012;28) yang
mengemukakan pendapatnya terkait kenakalan anak sebagai
berikut:
Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat
dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik,
oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di
suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu, Apabila individu
itu anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan
tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha adolescent
atau preadolescent,maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen;
dan jika ia dewasa maka tingkah laku itu sering kali disebut
psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut
kriminal.
Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang
kenakalan anak, menunjukkan bahwa juvenile deliquncy adalah perilaku
anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila
dilakukan orang dewasa disebut kejahatan. Terlalu kejam apabila pelaku
anak disebut penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara
memerhatikan kebijakan pelaksanaan eksekutif terkait anak yang
melakukan kenakalan (anak nakal), penyebutan anak yang berada dalam
lembaga pemasyarakatan bukan sebagai “narapidana anak” tetapi
sebagai “anak didik pemasyarakatan”.
27
3. Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak
a. Teori Motivasi
Romli Atmasasmita (Wagiati Soetadji,2006;17-24) bentuk
motivasi ada dua macam yaitu motivasi intrinstik dan motivasi
ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah
dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu
disertai perangsang dari luar; sedangkan motivasi ekstrinstik
adalah dorongan yang datang dari luar. Motivasi intrinsik dan
motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak terdiri dari :
1) Yang masuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak
adalah:
a) Faktor Intelegensia (kecerdasan seseorang)
b) Faktor usia
c) Faktor kelamin
d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2) Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak
adalah:
e) Faktor rumah tangga
f) Faktor pendidikan dan sekolah
g) Faktor pergaulan anak
h) Faktor mass media
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b. Teori Differential Association
Teori yang dikemukakan oleh E.Sutherland ini pada
dasarnya mendasarkan diri pada proses belajar. Kenakaan
seperti juga kejahatan, bahkan seperti pelaku lainnya
umumnya merupakan suatu yang dipelajari.
Sutherland (Nashriana,2012;45-48) dalam menjelaskan
proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk perilaku
kenakalan yang dilakukan oleh anak, mengajukan preposisi
sebagai berikut:
1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari,
secara negatif berarti perlaku itu bukan diwarisi.
2) Perilaku kejahatan yag dipelajari dalam interaksi
dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
Komunikasi tersebut  terutama dapat bersifat lisan
ataupun menggunakan bahasa isyarat.
3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari
perilaku kejahatan ini terjadi dari kelompok personal
yang intim. Secara negatif, ini berarti komunikasi
yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak
mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya
kejahatan.
4) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka
dipelajari meliputi: teknik melakukan kejahatan,
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motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-
alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
5) Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui
definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu
masyarakat kadang-kadang seseorang dikelilingi
oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat
apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai
sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi,
namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang
melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang
memberi  peluang dilakukannya kejahatan.
6) Seseorang menjadi deliquen karena akses pola-
pola pikir yang lebih melihat bahwa aturan hukum
sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan
daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu
harus diperhatikan dan dipenuhi.
7) Differetial Assiciation bervariasi dalam hal
frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasya.
8) Proses mempelajari perilaku kejahatan yang
diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola
kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut
seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam
setiap proses belajar pada umumnya.
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9) Sementara perilaku kejahatan merupakan
pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi
hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan
nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan
kejahatan juga merupakan pernyataan kebutuhan-
kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.
c. Teori Anomie
Teori anomie yang dajukan oleh Robert Merton ini merupakan
teori yang berorientasi kelas. Konsep ini kemudian
diformulasikan oleh Merton dalam rangka menjelaskan
keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan
pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Merton
dalam teorinya mencoba melihat kerterkaitan antara tahap-
tahap tertentu dari struktur social dengan perilaku delinkuen. Ia
melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan
menumbuhkan kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-
norma mekasyarakatan merupakan wujud reaksi “normal”.
Merton berusaha menunjukkan bahwa berbagai struktur sosial
yang mungkin terdapat di masyarakat dalam ralitasnya telah
mendorong orang-orang dalam kulaitas tertentu berperilaku
menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma yang ada
dalam masyarakat. Dua unsur yang dianggap pantas untuk
diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku
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deliquen ialah unsur-unsur dari struktur sosial dan
kultural.unsur kultural melahirkan apa yang disebut dengan
goals. Sedangkan unsurr struktur sosial memunculkan apa
yang disebut dengan means.
d. Teori Kontrol Sosial
Frank Hagan (Nashriana,2012;51-52) Teori control sosial
berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu
dimasyarakatan mempunyai kecendrungan yang sama untuk
menjadi “baik” atau menjadi “buruk”. Baik jahatnya seseorang
sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Ai akan mejadi
baik apabila masyarakat membentuknya menjaid baik, dan
sebaliknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat juga
berkehendak demikian.
4. Hak Anak Dalam Proses Peradilan
Diatur dalam Pasal 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yaitu:
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan
kebutuhan sesuai dengan umurnya
b. Dipisahkan dari orang dewasa
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
d. Melakukan kegiatan rekreasional
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e. Bebas dari penyiksaaan, penghukuman atau perlakuan lain
yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan
martabatnya
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya
terkahir dan dalam waktu yang paling singkat
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif,
tidak memihak, dan dalam siding tang tertutup untuk umum
i. Tidak dipublikasikan identitasnya
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang
dipercayai oleh anak
k. Memperoleh advokasi sosial
l. Memperoleh kehidupan pribadi
m. Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak cacat
n. Memperoleh pendidikan
o. Memperoleh pelayanan kesehatan
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
5. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak
Dalam perspektif peradilan pidanan anak, substansi dalam sistem
peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak
sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-
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aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk
menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum. Secara rinci dapat diuraikan berikut ini:
1. Petugas Pemasyarakatan
Dalam bab IV tentang petugas pemasyarakatan dalam UU
pengadilan anak, Pasal 33 merumuskan bahwa petugas
pemasyarakatan terdiri dari:
1) Pembimbing kemasyarakatan dari departemen
kehakiman;
Ditinjau dari aspek yuridis, pembimbing kemasyarakatan
tersebut adalah petugas pemasyarakatan pada balai
pemasyarakatan. Sedangkan pengertian balai pemasyarakatan
merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien
pemasyarakatan yakni seseorang yang berada dalam bimbingan
balai pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan seperti yang
ditunjuk dalam Pasal 33 huruf a UU pengadilan anak, mempunyai
tugas:
1) Membantu Memperlancar Tugas:
a) Penyidik;
b) Penuntut umum;
c) Hakim;
Dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di
luar sidang anak
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d) Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
2) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal
yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi:
a) Pidana bersyarat;
b) Pidana pengawasan;
c) Pidana denda;
d) Diserahkan kepada negara dan harus mengikuti
latihan kerja;atau
e) Anak yang memperoleh pembebasan/pelepasan
bersyarat dari lembaga permasyarakatan.
2. Pekerja sosial dari departemen sosial
Lilik mulyadi (Nashriana,2012;109) Pekerja sosial adalah
petugas khusus dari departemen sosial yag mepunyai keahlian
khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai
keterampilan khusus dan jiwa pengabdiannya di bidang usaha
kesejahteraan sosial. Dimensi kedua dari petugas
pemasyarakatan ini, sejak departemen sosial dihilangkan, maka
tugas dan kewajibannya diambil alih oleh pekerja sosial mantan
pegawai departemen sosial yang melebur ke departemen lain
dalam melaksanakan fungsi sosial.Bidang kegiatannya adalah
meliputi:
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1) Pendidikan, meliputi:
a) Mengikuti pendidikan formil dan mencapai
gelar/ijazah
b) Mengikuti pendidikan dan latihan kedinasan dan
mendapat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
2) Kesejehteraan sosial meliputi:
a) Melaksanakan penerimaan calon penerimaan
pelayanan
b) Melaksanakan pelayanan bagi penerima pelayanan
c) Melaksanakan resosialisasi
3) Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial
meliputi:
a) Menentukan potensi, sumber kebutuhan dan
permasalahan lembaga kesejahteraan sosial
b) Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga
kesejahteraan sosial, kesatuan masyarakat dalam
satuan lingkungan/wilayah tertentu
c) Melaksanakan bimbingan dan pengembangan
lanjut
d) Melaksanakan tugas pengembangan
kebijaksanaan sosial dan perencanaan
kesejahteraan sosial
e) Melakasanakan pengembangan tenaga kerja sosial
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4) Pengembangan profesi pekerja sosial, meliputi
kegiatan:
a) Melakukan kegiatan/karya ilmiah
b) Membuat/menulis karya tulis di bidang
kesejahteraan sosial hasil penggalian sendiri
5) Pendukung pekerjaaan sosial, meliputi:
a) Pengabdian masyarakat
b) Peran serta dalam kegiatan pendidikan dan latihan
c) Keanggotaan dalam organisasi/panitia
d) Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
kesejahteraan sosial
e) Memperoleh penghargaan/tanda jasa
f) Menilai pejabat pekerja sosial
3. Pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan.
Dimensi ketiga dari petugas kemasyarakatan adalah pekerja
sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan yaitu
organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap
masalah anak nakal. Pekerja sosial sukarela adalah orang yang
harus mempunyai:
1) Keahlian khusus atau keterampilan khusus
2) Minat untuk membina, membimbing dan membantu anak
demi kelangsungan hidup dan perlindungan terhadap anak
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Selain itu, pekerja sosial sukarela memberikan laporan kepada
pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil:
1) Bimbingan
2) Bantuan
3) Pembinaan terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan
dijatuhi pidana atau tindakan
4. Penyidik Anak
Penyidik khusus dalam sidang anak yaitu penyidik POLRI yang
ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian RI atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian RI.
Untuk menjadi penyidik anak, harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
1) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana
yang dilakukan oleh orang dewasa
2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami
masalah anak
Bila memperhatikan dokumen internasional memang diakui
bahwa dalam kontak awal antara seorang anak yang diduga
melakukan tindak pidana dengan polisi yang melakukan
penyelidikan/penyidikan, sangat memperhatikan tindakan yang
harus terhindar dari penanganan-penanganan yang berupa
gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya. Karena itu, filosofi
pengaturan aparat polisi yang harus memenuhi syarat-syarat yang
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ditentukan tersebut, menunjukan perhatian yang memang
seharusnya diterima oleh seorang anak, sekalipun ia telah
melakukan tindak pidana.
5. Penuntut Umum Anak
Diakuinya penuntut umum khusus anak yaitu penuntut umum
yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan jaksa agung atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung.
Untuk menjadi penuntut umum anak, harus memenuhi syarat-
syarat yaitu:
1) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak
pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
2) Mempunyai minat, perhatian,dedikasi, dan memahami
masalah anak.
6. Hakim Anak
Hakim anak adalah hakim yang khusus ditetapkan sebagai
hakim anak, baik ditingkat pertama (pengadilan negeri),tingkat
kedua (pengadilan tinggi), dan tingkat kasasi ( Mahkamah agung)
1) Hakim Anak
Pada tingkat pertama, hakim anak dietapkan
berdasarkan surat keputusan ketua mahkamah agung atas
usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui
ketua pengadilan tinggi.
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Untuk menjadi hakim anak, harus memenuhi syarat-
syarat:
a) Telah berpengalaman sebagai hakim di
pengadilan lingkungan peradilan umum
b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
memahami masalah anak.
Di dalam melaksanakan tugasnya, hakim anak dibantu
oleh panitera atau seorang panitera pengganti.
2) Hakim Banding Anak
Sementara pengaturan hakim pada tingkat kedua,
ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua mahkamah
agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.
Untuk menjadi hakim banding anak, harus memenuhi
syarat-syarat yang sama untuk keberlakukan hakim anak
tingkat pertama, yaitu:
a) Telah berpengalaman sebagai hakim di
pengadilan lingkungan peradilan umum
b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
memahami masalah anak.
Di dalam melaksanakan tugasnya, hakim anak
dibantu oleh panitera atau seorang panitera pengganti.
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3) Hakim Kasasi Anak
Untuk menjadi hakim kasasi anak, haru memenuhi
syarat-syarat:
a) Telah berpengalaman sebagai hakim di
pengadilan lingkungan peradilan umum
b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
memahami masalah anak.
Di dalam melaksanakan tugasnya, hakim anak
dibantu oleh panitera atau seorang panitera pengganti.
7. Penasihat Hukum Anak
Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan kepada
terdakwa/tersangka dalam bentuk penasihat hukum.setiap anak
sejak ditetapkan atau ditahan,berhak mendapatkan bantuan
hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Bantuan ini
diberikan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan
menuntut tata cara yang telah ditentukan. Untuk itu pejabat yang
melakukan penangkapan atau penahanan ( penyidik,  penuntut
umum, atau hakim) wajib memberitahukan kepada
tersangka/terdakwa, orang tua, wali, atau orang tua
asuhnya.mengenai memperoleh bantuan hukum.
Bahwa dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa anak harus
berlangsung dengan suasana kekeluargaan, karena itu sebaiknya
terhadap anak dilakukan pendampingan oleh penasihat hukum
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agar suasana kekeluargaan tersebut bukan hanya aturan dalam
undang-undang saja, tetapi memang diterapkan dalam prakti.
Artinya, dengan kahadiran penasihat hukum diharapkan
terjaminnya penyelenggaraan pemeriksaan terhadap
tersangka/terdakwa anak dalam suasana kekeluargaan
C. Diversi menurut UU No.11 Tahun 2012
1. Definisi dan Tujuan Diversi
Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana
ke proses di luar peradilan pidana.
Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemerikasaan perkara
Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi,dimana dalam hal
tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di
bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak
pidana (lihat Pasal 7 UU No.12 Tahun 2012 tentang SPPA).
Proses Diversi dilakukan ,melalui musyawarah dengan melibatkan
anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang
tua/walinya,Pembimbing Kemasyarakatan, dan Perkerja Sosial
Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal
musyawarah,dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial,dan/atau
masyarakat. Selain itu proses diversi wajib memperhatikan (Pasal 8
ayat (3) UU SPPA :
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a. Kepentingan korban;
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
c. Penghindaran stigma negatif;
d. Penghindaran pembalasan;
e. Keharmonisan Masyarakat;
f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 UU SPPA yaitu :
a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemerikasaan yang
dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam
melakukan Diversi harus mempertimbangkan (Pasal 9 UU
SPPA):
a. Kategori tindak pidana;
b. Umur anak;
c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
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Dalam setiap tingkatan penyidikan,penuntutan, dan pemeriksa
harus selalu diupayakan yang namanya Diversi. Dimana dijelaskan
sebagai berikut:
a. Penyidikan (Pasal 29 UU SPPA)
1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
2) Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh)
hari setelah dimulainya Diversi
3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan,
penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta
kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri
untuk dibuat penetapan
4) Dalam hal Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan
penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum
dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan
penelitian kemasyarakatan.
b. Penuntutan (Pasal 42 UU SPPA)
1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi  paling
lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari
Penyidik.
2) Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan,
Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi
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beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan
negeri untuk dibuat penetapan
4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib
menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan
perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara
Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
c. Pemeriksaan (Pasal 52 UU SPPA)
1) Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis
hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga)
hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut
umum.
2) Hakim wajjib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri
sebagai hakim
3) Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi
pengadilan negeri.
5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan,
hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta
kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri
untuk dibuat penetapan.
6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara
dilabjutkan ke persidangan.
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2. Beberapa Teori Pemidanaan Yang Terkait Dengan Diversi
Dalam pembahasan ini, akan diuraikan beberapa teori pemidanaan
dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan.
(Erdianto Effendi,2011;141-144) tujuan pemidanaan adalah untuk
memenuhi rasa keadilan. Dalam hukum pidana, teori pemidanaan
dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
a. Teori absolut (vergeldingstheorien) yang dianut
oleh Immanuel Kant berpandangan tujuan pemidanaan
sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah
melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengasaraan
terhadap orang lain atau anggota Masyarakat
b. Teori relatif (doeltheorien) dilandasi tujuan (doel) sebagai
berikut:
1) Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan
pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi
mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum
dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan
tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa
2) Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan
pendidikan yang diberikan selama menjalani
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hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia
tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada
masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
c. Teori Gabungan/modern (Vereningingstheorien) yang
penganutnya adalah Van Bemmelen dan Grotius yang
menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam
pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar
tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan
beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi
sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan
yang dilakukan oleh terpidana dapat diukurdan ditentukan
oleh apa yang berguna bagi masyarakat
Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan diatas, maka dapat
dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan
tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai
berikut :
a. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke
proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari
penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan
pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif)
berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari
masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan
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terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan
terhadap anak.
b. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk
pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain
melalaui meknisme peradilan pidana, memberi pengalaman
traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu
perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit
bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-
bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.
c. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan
hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan
sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga
menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat
kembali (residive), menghindarkan masyarakat dari
kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
d. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan
sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat
berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu
beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak
terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali
merupakan sarana transfer kejahatan
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan
mengambil lokasi di yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II
Kabupaten Bone.
Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa
pada instansi tersebut , sesuai studi kasus yang penulis akan kaji.
Selain itu, penentuan lokasi penelitian tersebut juga atas
pertimbangan domisili penulis dan juga keluarga, yang insya Allah
dapat membantu kelancaran pembuatan karya tulis ini.
B. Jenis dan Sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung
di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara
dengan sumber informasi yaitu Pegawai Yang Bekerja Pada
Balai Pemasyakatan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur,
hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada
sekarang ini.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode
sebagai berikut:
1. Metode penelitian kepustakaan (library research)
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data
yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku
dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping
itu data juga diperoleh dari dokumen-dokumen penting
maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penelitian lapangan (field research)
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara, yang
pertama melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data
dengan cara pengamatan langsung objek penelitian. Kedua
dengan cara wawancara pegawai balai pemasyarakatan yang
menangani kasus tersebut.
D. Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis
secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-
keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan analisis
bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk
wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peranan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Bone Dalam
Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana
Anak
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.(Pasal 1 angka 7 UU
No.11 Tahun 2012). Dimana dalam penyelesaian perkara tersebut
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan adanya
bantuan dari pihak Balai Pemsyararakatan yang dalam hal ini dilakukan
oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional
penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan,
pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalma
dan diluar proses peradilan pidana.( Pasal 1 angka 13 UU No. 11 Tahun
2012).
Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, Balai
Pemasyarakatan dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian
perkara pidana anak khususnya yang diselesaikan atau di upayakan
secara diversi. Adapun proses peranan Pembimbing Kemasyarakatan
dalam penyelesaian perkara anak secara diversi sebagai berikut :
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1. Balai Pemasyarakatan mulai berperan dalam penyelesaian
perkara secara diversi terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum ketika ada permintaan penelitian kemasyarakatan(Litmas)
dari pihak penyidik(polisi) baik Polres atau Polsek sesuai dengan
wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Bone.
2. Setelah surat dari pihak penyidik telah diterima maka kepala Balai
Pemasyarakatan melakukan penunjukan kepada Pembimbing
Kemasyarakatan untuk menangani dan memberikan bantuan
kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus anak yang
berhadapan dengan hukum tersebut bertemu dengan penyidik
untuk mengetahui dan membahas kasusyang dialami oleh anak
yang berhadapan dengan hukum tersebut.
4. Setelah pihak Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan
informasi mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum
tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan mulai melakukan
Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum tersebut dimana dalam melakukan
Penelitian Kemasyarakatan
5. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan
olehPembimbing Kemasyarakatan ini berisi :
a. Identitas klien
b. Identitas orang tua klien
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c. Gambaran tindak pidana yang disangkakan pada klien
seperti :
1) Jenis tindak pidana
2) Latar belakang melakukan tindak pidana
3) Kronologis terjadinya tindak pidana
4) Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien
d. Riwayat hidup klien seperti:
1) Riwayat pertumbuhan dan perkembangan klien
2) Riwayat kesehatan klien
3) Riwayat pendidikan klien
4) Riwayat pekerjaan klien
5) Riwayat pelanggaran hukum klien
e. Kondisi keluarga klien seperti :
1) Riwayat pernikahan orang tua
2) Pola pengasuhan orang tua
3) Relasi sosial dalam keluarga klien
4) Relasi sosial keluarga klien dengan lingkungan
masyarakat
5) Keadaan sosial ekonomi keluarga
6) Kaedan rumah orang tua klien
f. Kondisi lingkungan setempat seperti :
1) Keadaan geografis
2) Mata pencarian penduduk
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3) Tingkat pendidikan kemasyarakatan
4) Keadaan sosial ekonomi
5) Nilai dan norma dan kebiasaan yang
berkembang di masyarakat
6) Fasilitas sosial dan umum
g. Tanggapan klien terhadap masalahnya seperti:
1) Tanggapan/sikap penyesalan klien terhadap
pelanggaran dan proses hukum yang
dijalaninya
2) Tanggapan dan penilaian klien terhadap
kesalahannya
3) Tanggapan tentag konsekwensi dan dampak
pelanggaran yang dilakukan terhadap dirinya
sendiri, korban, keluarga dan lingkungan
masyarakat.
h. Kebutuhan klien
i. Pandangan masa depan klien
j. Tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan
masalahnya
k. Analisa masalah klien
l. Kesimpulan dan rekomendasi.
6. Pembimbing kemasyarakatan yang melakukan penelitian
kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
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maksimal 3X24 jam sejak penerimaan surat permintaan penelitian
kemasyarakatan(Litmas) dari pihak penyidik.(Pasal 28 UU No.11
Tahun 2012)
7. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian
kemasyarakatan maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut
akan diberikan kepada penyidik.
8. Dengan melihat hasil penelitian masyarakatan tersebut dan syarat
syarat dari untuk dilakukannya diversi yaitu ancaman pidana
dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (
Pasal 7 UU No.11 Tahun 2012) maka pembimbing
kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik agar
dilakukannya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum maka pihak penyidik harus melakukan diversi sesuai
dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) dan 29 ayat (1) UU No.11
Tahun 2012).
9. Setelah mendengar rekomendasikan kepada penyidik untuk
dilakukannya diversi maka pihak penyidik memanggil
pelaku,korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak
yang terkait untuk melaksanakan diversi tersebut.
10. Pihak penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan berperan
sebagai mediator dan fasilitator terhadap penyelesaian perkara
tersebut secara diversi.
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11. Namun sebelum diversi itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang
ditentukan, pembimbing kemasyarakatan melakukan upaya-upaya
tersendiri terlebih dahulu agar proses diversi tersebut nantinya
dapat berjalan baik
12. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pertemuan kepada
pelaku dan keluarga pelaku serta korban dan keluarga korban
secara terpisah untuk melakukan pendekatan kepada masing-
masing serta memberikan tanggapan dan wejangan kepada
kedua belah pihak agar mau menyelesaiakn perkara tersebut
secara diversi
13. Selain itu pembimbing kemasyarakatan juga mencari kepentingan
terbaik bagi kedua belah pihak agar pelaku dan korban serta
keluarga pelaku dan korban mau untuk dilakukannya diversi.
14. Ketika diversi dilakukan, penyidik dan pembimbing
kemasyarakatan wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga
pelaku dan korban, pekerja sosial profesional serta proses diversi
tersebut dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan
keadilan restoratif. (Pasal 8 ayat (1) UU No,11 Tahun 2012).
15. Ketika diversi dilakukan maka Pembimbing Kemasyarakatan
membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah
dilakukan di hadapan para pihak yang hadir pada diversi tersebut.
Selain itu Pembimbing kemasyarakatan juga memberika arahan
dan melakukan negosiasi kepada semua pihak khususnya pelaku,
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korban, keluarga pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara
ini secara diversi.
Apabila proses diversi ini berhasil mencapai kesepakatan, penyidik
menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada
ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan.apabila proses diversi
gagal maka akan dilanjutkan ke tahap yang lain yakni proses penututan
dan pemeriksaan. Namun proses diversi tersebut tetap dilakukan ditingkat
penuntutan maupun pemeriksaan(pasal 7 ayat(1) UU No.11 Tahun 2012).
Namun proses diversi yang dilakukan di setiap tahapan tetap memiliki
tahapan dan proses yang sama seperti pada tahapan penyidkan. Dan
peran dari Pembimbing Kemasyarakatan tetap sama  pada  diversi di
setiap tahapan tersebut.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pada tahun 30 juli 2014 sampai
sekarang atau dengan kata lain sejak bulan agustus 2014 sampai
sekarang Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Bone telah
menangani kasus sebanyak 111 (Seratus Sebelas) kasus yang dimana 80
kasus diantaranya diselesaikan secara diversi. Adapu rinciannya sebagai
berikut :
1. Bulan agustus 2014 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 16 (enam belas)
kasus dimana 8 (delapan) dari kasus tersebut dapat diselesaikan
secara diversi. Adapun kasus tersebut terdiri dari 2 (dua) kasus
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kecelakaan lalu lintas, 5 (lima) kasus pengahiayaan, 1 kasus
membawa lari anak dibawah umur.
2. Bulan September 2014 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 10 (sepuluh) kasus
dimana semua kasus tersebut dapat diselesaikan secara diversi.
Adapun kasus tersebut terdiri dari 5 (lima) kasus kecelakaan lalu
lintas, 5 (lima ) kasus pencurian
3. Bulan Oktober  2014 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 9 (sembilan) kasus
dimana semua kasus tersebut dapat diselesaikan secara diversi.
Adapun kasus tersebut terdiri dari 4 (empat) kasus penganiayaan
secara bersama-sama , 2 (dua) kasus pencurian, 1 (satu) kasus
kecelakaan lalu lintas, dan 2 (dua) kasus kekerasan anak dibawah
umur.
4. Bulan November 2014 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 6 (enam) kasus
dimana 5 (lima) kasus tersebut dapat diselesaikan secara diversi.
Adapun kasus tersebut terdiri dari 1(satu) kasus penganiayaan
bersama-sama, 2 (dua) kasus kecelakaan lalu lintas, 2 (dua) kasus
kekerasan.
5. Bulan Desember 2014 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak11 (sebelas) kasus
dimana 6 (enam) kasus tersebut dapat diselesaikan secara diversi.
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Adapun kasus tersebut terdiri dari 1 (satu) kasus pencurian, 3 (tiga)
kasus kecelakaan lalu lintas, 2 (dua) kasus penganiayaan anak
dibawah umur.
6. Bulan Januari 2015 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 6 (enam) kasus
dimana 4 (empat) kasus tersebut dapat diselesaikan secara diversi.
Adapun kasus tersebut terdiri dari 1 (satu) kasus pengeroyokan, 3
(tiga) kasus pencurian
7. Bulan Februari 2015 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 9 (sembilan) kasus
dimana 6 (enam) kasus tersebut dapat diselesaikan secara diversi.
Adapun kasus tersebut terdiri 1(satu) kasus kecelakaan lalu lintas,
5 (lima) kasus pencurian
8. Bulan Maret 2015 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 6 (enam) kasus
dimana semua kasus tersebut dapat diselesaikan secara diversi.
Adapun kasus tersebut terdiri 3 (tiga ) kasus kecelakaan lalu lintas,
1 (satu )kasus pencurian, 2 (dua) kasus penganiayaan.
9. Bulan April 2015 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 4 (empat) kasus
dimana semua kasus tersebut dapat diselesaikan secara diversi.
Adapun kasus tersebut terdiri 1 (satu) kasus persetubuhan, 1 (satu)
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kasus kecelakaan lalu lintas, 1 (satu) kasus penganiayaan, 1 (satu)
kasus kekerasan dalam rumah tangga
10. Bulan Mei 2015 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 1 (satu) kasus
dimana kasus tersebut dapat diselesaikan secara diversi.
Adapun kasus tersebut terdiri 1 (satu ) kasus penganiayaan
bersamma-sama
11. Bulan  Juni 2015 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 8 (delapan)
kasus dimana 7 (tujuh) kasus tersebut dapat diselesaikan secara
diversi. Adapun kasus tersebut terdiri  7 (tujuh) kasus kecelakaan
lalu lintas
12. Bulan Juli 2015 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 2 (dua) kasus
dimana semua kasus tersebut dapat diselesaikan secara diversi.
Adapun kasus tersebut terdiri 1 (satu ) kasus pencurian, 1 (satu)
kasus kecelakaan lalu lintas
13. Bulan Agustus 2015 tidak ada kasus anak yang berhadapan
dengan hukum yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan
14. Bulan September anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 9 (sembilan)
kasus dimana 7 (tujuh) kasus tersebut dapat diselesaikan secara
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diversi. Adapun kasus tersebut terdiri 5 (lima) kasus pencurian, 2
(dua) kasus penganiayaan
15. Bulan Oktober 2015 anak yang bermasalah dengan hukum yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 3 (tiga) kasus
dimana semua kasus tersebut dapat diselesaikan secara diversi.
Adapun kasus tersebut terdiri 3 (tiga) kasus kecelakaan lalu
lintas
16. Bulan November 2015 anak yang bermasalah dengan hukum
yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 9
(sembilan) kasus dimana 7 (tujuh) kasus tersebut dapat
diselesaikan secara diversi. Adapun kasus tersebut terdiri 4
(empat) kasus pencurian, 3 (tiga) kasus penganiayaan
17. Bulan Desember 2015 anak yang bermasalah dengan hukum
yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan sebanyak 2 (dua)
kasus dimana semua kasus tersebut dapat diselesaikan secara
diversi. Adapun kasus tersebut terdiri 1 (satu) kasus
pengaiayaan, 1 (satu) kasus pencurian.
Berdasarkan  penjelasan dan  data diatas dapat dilihat bahwa peran
yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal ini dilakukan oleh
Pembimbing Kemasyarakatan terhadap proses penyelesaian perkara
anak yang dilakukan secara diversi terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum sangat besar dari 111 (seratus sebelas) kasus yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan ada  82 (delapan puluh dua) kasus
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yang diselesaikan oleh Balai Pemasyarakatan yakni sekitar 87% (delapan
puluh tujuh persen).
B. Kendala Yang Di Hadapi Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten
Bone Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem
Peradilan Pidana Anak
Dalam Penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan oleh
anak yang berhadapan dengan hukum dimana penyelesaian tersebut
dilakukan secara diversi tentu tidak selalu berjalan dengan baik atau
bahkan diversi yang di upayakan oleh Balai Pemasyarakatan dalam
hal ini oleh Pembimbing Kemasyarakatan sering sekali gagal.
Sehingga ada kalanya kasus perkara pidana anak yang berhadapan
dengan hukum di lanjutkan sampai ke tahap peradilan anak. Dilihat
saja sepanjang tahun 2014-2015 ada sebanyak 111 kasus yang
ditangani oleh Balai Pemasyarakatan 82 diantaranya berhasil
dilakukan diversi tetapi masih ada 29 kasus yang tidak dapat
diselesaikan secara diversi dan harus masuk ke pengadilan. Hal ini
tidak terlepas  dari beberapa faktor yang menghambat atau yang
menjadi kendala dalam penyelesaian perkara tersebut.
Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal ini
Pembimbing Kemasyarakatan yakni kurang aktifnya partisipasi oleh
para pihak terhadap proses penyelesaian perkara secara diversi
tersebut. Dimana ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan
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pertemuan musyawarah untuk melakukan diversi adakalanya para
pihak  bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk diversi
tersebut. Ketidak hadiran mereka disertai dengan berbagai alasan
seperti ada kesibuan lain, kerja, dan lain-lain. Sehingga kadang
proses penyelesaian diversi tersebut jadi terhambat akibat faktor itu.
Selain itu kendala yang sering dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan
dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan adanya rasa tidak percaya
dari pihak korban terhadap Pembimbing Kemasyarakatan karena dari
pihak korban beranggapan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan
berpihak kepada pelaku sehingga mencoba untuk melepaskan
tersangka dari jeratan pidana. para korban merasa tidak adil, selain itu
juga merasa telah dirugikan akibat kejadian ini. dan enggan untuk
melakukan diversi tersebut.
Faktor keegoisan dan keras kepala dari pihak korban yang
memang dari awal ingin mempidanakan pelaku. Sehingga pihak
korban bersikukuh untuk tidak mau melakukan upaya diversi tersebut
dengan alasan apapun.
Dan yang menjadi kendala tersendiri yaitu permintaan dari pihak
korban untuk adanya ganti rugi yang dianggap sangat memberatkan
bagi pihak pelaku sehingga kalau ganti rugi yang diminta oleh pihak
korban tidak dapat dipenuhi maka pihak korban tindak ingin
melakukan yang namanya diversi.
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Berdasarkan dari  kendala-kendala tersebut biasanya proses
penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum
gagal dilakukan meskipun pihak Balai Pemasyarakatannya telah
melakukan usaha yang maksimal namun dari pihak-pihak tertentu
memang yang tidak ingin dilakukan upaya diversi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis
berkesimpulan sebagai berikut :
1. Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam
penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi sejak akan
dimulai nya proses diversi sampai berakhirnya proses diversi
tersebut. Balai Pemasyarakatan berperan sangat aktif dalam
penyelesaian kasus tersebut terbukti dengan dari 111 (seratus
sebelas) kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang telah di
ditangani, 82 kasus diselesaikan secara diversi. Bgitu besar jumlah
kasus yang dapat diselesaikan oleh Balai Pemasyarakatan secara
mebuktikan bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang
sangat besar.
2. Kendala yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan dalam
penyelesaian kasus secara diversi  yaitu bersumber dari pihak
keluarga korban itu sendiri.
B. Saran
1. Instansi Balai Pemasyarakatan merupakan pranata hukum dalam
hal pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Namun masih banyak masyarakat yang belum mengentahui peran
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maupun fungsi dari Balai Pemasyarakatan tersebut. Jadi diperlukan
adaya sosialisasi atau keterbukaan informasi kinerja Balai
Pemasyarakatan untuk masyarakat luas.
2. Diharapkan agar Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan
penelitian kemasyarakatan dan bimbingan terhadap anak tetap
menggutamakan kepentingan-kepetingan terbaik bagi anak dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku.
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